
65 
 

BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA 

PENYALAHGUNAAN  NARKOTIKA. 

4.1 Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika  ditinjau berdasarkan Teori  Keadilan. 

 

Tercapainya suatu keadilan maka akan membuat tercapainya tujuan 

hukum dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, adil dalam 

kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Aristoteles, menyatakan bahwa kata 

“adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan 

apa yang sebanding, yaitu serta semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa 

seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari 

bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat 

dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat 

dianggap sebagai “adil”.1  

Keadilan merupakan suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya 

menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran 

tentang apa yang hak dan apa yang bukan hak. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

agar terdapat suatu keadilan, maka orang harus memperoleh keuntungan dengan 

cara-cara yang wajar, dan keadilan itu sendiri merupakan keutamaan moral.  

Konsep keadilan juga dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad 

ke-20, John Rawls, seperi A Theory of justice, Politcal Liberalism, dan The Law 

of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap 

                                                        
1 Aristoteles dalam Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok Filsafat Hukum, (Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2006 ),  hal. 156   
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diskursus nilai-nilai keadilan.2 John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah 

kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan 

tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau 

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, 

khususnya masyarakat lemah pencari keadilan3.  

Rawls merumuskan dengan prinsip the greatest equal principle, bahwa 

setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling 

luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang4. Ini merupakan hal yang 

paling mendasar (hak azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, 

hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang maka 

keadilan akan terwujud (prinsip kesamaan hak). Prinsip the greatest equal 

principle, tidak lain adalah ”prinsip kesamaan hak” merupakan prinsip yang 

memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban 

kewajiban yang dimiliki setiap orang. 

Dalam pandangan Rawls tersebut memposisikan adanya situasi yang 

sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada 

pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu 

dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan 

kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi 

asasli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh 

                                                        
2 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 

Nomor 1 (April 2009), hal. 135 
3 Ibid., hlm. 139-140. 
4http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif- john-

rawls.html, Kamis, 28 Agustus, 2025. 

http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-%20john-rawls.html
http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-%20john-rawls.html
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ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) 

guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society)5. 

John Rawls juga menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah 

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan 

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan 

yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan 

sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 

timbal balik6. 

Maka beranjak dari teori keadilan tersebut dapat dikatakan bahwa 

adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 

Penyalahgunaan Narkotika   belum menyentuh rasa keadilan baik itu terhadap 

korban yang merasa dirugikan, maupun terhadap vonis Hakim bagi pelaku tindak 

pidana Penyalahgunaan Narkotika   sebagaimana dikatakan pendapat diatas. 

Perbedaan penjatuhan pidana akan berdampak negatif terhadap terpidana yang 

merasa dirugikan terhadap putusan hakim apabila terpidana yang satu 

membandingkannya dengan terpidana lain yang dijatuhi hukuman lebih ringan 

padahal tindak pidana yang dilakukan adalah sama, terpidana yang dijatuhi 

hukuman lebih berat akan menjadi korban ketidakadilan hukum sehingga 

terpidana tersebut tidak percaya dan tidak menghargai hukum. 

 

                                                        
5 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, op.cit, hal. 140 
6 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, 

(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 27 
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4.2 Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkotika  ditinjau berdasarkan Teori Pemidanaan. 
 

Teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga 

golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien), 

teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), dan teori menggabungkan 

(verenigings theorien).7 

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan 

kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu 

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya 

terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi dalam 

bukunya Teori dan Kebijakan Pidana  sebagaimana mengutip pendapat Johanes 

Andenaes mengemukakan bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut 

ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang 

menguntungkan adalah sekunder.8 

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut juga terlihat dari pendapat 

Imanuel Kant yang mengemukakan bahwa “pidana tidak pernah dilaksanakan 

semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik 

bagi si pelaku itu  sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus 

dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu 

kejahatan”. 

                                                        
7 E. Utrecht, Hukum Pidana I, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157. 
8 Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992) . 

hal. 11. 
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Andi Hamzah mengemukakan : “Teori pembalasan menyatakan bahwa 

pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. 

Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, 

pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu 

memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.9 Lebih lanjut Andi Hamzah dalam 

bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan : “teori pembalasan atau absolut 

ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan 

subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah 

pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar”.10 

J.E. Sahetapy menyatakan masalah pembalasan itu: Oleh karena itu, 

apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas 

dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si 

terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula 

sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas 

atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa 

keadilan.11 

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan 

narapidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat 

terdakwa menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Pidana yang ringan pun 

kadang-kadang dapat merangsang narapidana untuk melakukan tindak pidana 

kembali. Oleh karena itu usaha untuk menyadarkan narapidana harus 

                                                        
9 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1993), hal. 26. 
10 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31. 
11 J.E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Bandung: 

Alumni,1979), hal. 149. 
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dihubungkan dengan berbagai faktor, misalnya apakah pelaku tindak pidana itu 

mempunyai lapangan kerja atau tidak. Apabila pelaku tindak pidana itu tidak 

mempunyai pekerjaan, maka masalahnya akan tetap menjadi lingkaran setan, 

artinya begitu selesai menjalani pidana ada kecenderungan untuk melakukan 

tindak pidana kembali.12 

Teori pembalasan jelas tidak sesuai (bertentangan) dengan filosofi 

pemidanaan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang dianut di Indonesia (UU 

No. 12 Tahun 1995). Begitu juga dengan konsep yang dibangun dalam RUU 

KUHP tahun 2005, yang secara tegas dalam hal tujuan pemidanaan disebutkan, 

bahwa “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia”.13 

 

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan 

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai 

reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori 

relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban 

di dalam masyarakat.  Koeswadji  mengemukakan bahwa tujuan pokok dari 

pemidanaan yaitu :14
 

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de 

maatschappelijke orde); 

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai 

akibat dari terjadinya kejahatan. (het herstel van het doer de misdaad 

onstane maatschappelijke nadeel); 

3. Untuk memperbaiki si penjahat (verbetering vande dader); 

                                                        
12 Ibid., hal. 150 
13 Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP tahun 2005. 
14 Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan 

Hukum Pidana, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12. 
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4. Untuk membinasakan si penjahat (onschadelijk maken van de 

misdadiger); 

5. Untuk mencegah kejahatan (tervoorkonning van de misdaad) 

 
 

Ruslan saleh mengemukakan bahwa dalam teori ini penjatuhan pidana 

bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan 

itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi 

kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari 

penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:15  

a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-

nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap 

pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum). 

b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan 

mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik 

dalam masyarakat (preventif khusus). 

 

Pendapat yang sama dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief 

yang menjelaskan  bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan 

atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi 

mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini 

pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran 

adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana 

dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) 

melainkan “nepeccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).16 

                                                        
15 Ruslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta ; Aksara Baru, 1983), hal. 26. 
16 Muladi dan Arief, Op. cit., hal. 16. 
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Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar 

ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Pidana yang dijatuhkan kepada 

si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk 

mempertahankan ketertiban umum. 

Penjatuhan pidana penjara kepada pelaku Penyalahgunaan Narkotika   

terlepas dari disparitas lama tahanan dalam beberapa putusan hakim di tingkat 

pengadilan negeri sudahlah tepat, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa pidana 

penjara yang dijatuhkan bukanlah dengan tujuan semata-mata untuk membalas 

dan menakutkan, tetapi untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat 

tidak terganggu, serta selama menjalani hukuman penjara tentunya dengan 

adanya pendidikan spritual sebagai sarana untuk menyesali tentunya diharapkan 

dapat memperbaiki terpidana kearah yang lebih baik yang kesemua itu tidak 

terlepas dari peran serta pihak pemerintah dan lembaga pemasyarakatan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


